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PENDA��P�ìNGAN UMH��

NOMOR : JRB.RO7/MBR.YGY10025/2025

NOMO�l: B-2626/Un.02/L3/PL.14.01/06/2025

Pada hari ini Rabu, tangga1 18 Juni 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ARIVAWAN SU�xANTO Dalam kedudukanya selaku Micro Banking Head (MBH)

DistHk Yogyakarta Region 7/Jawa 2 , ber�óndak dalam

jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan

Direksi No. KEP,DIR/HC,136/2021 dan Surat Kuasa No

JRB.RO7/SK.115/2024, Oleh karena itu sah bertindak

�°�†t�Z�S�‡�}�¿�s�}�à�d�}�˙�Û�óB�u�·k M�}�·di���›Pers�G�—) Tbk.

Sela�´utnya. disebut sebagai P�dH�ðK K�c��ATU.

2. ABDUL QOYUM Dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat Un�⁄versitas Islam Negeri

Sunan Kal�Õag�Ú�@Yogyakarta berdasarkan Surat

Keputusan Rektor No. 166.1 Tahun�@2024, yang

berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan,

Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta�@55291 dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan

Kal�•aga Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagal P�dHAK

K�cDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, Selarjutnya secar�¶bersama-Sama disebut

Sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya

masing-maLSing sepakat untuk mengadakan Pe��anjia��Kerja Sama tentang literasi

keuangan, akses keuangan KUR, dan pendanpingan UMKM dengan ketentuan dan

Syarat-Syarat Sebagai berikut
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PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian KeIja Sama ml yang dimaksud denga.n :

(1) Bank Mandiri adalah PT BaLnk Mandiri (Persero) Tbk, Suatu Badan Usah Milik

Negara yang bergerak di bidang perbankan, yang dalam hal ini bertindak

Sebagai PIHAK KESATU�f yang memiliki program literasi keuangan, akses

Pembiayaan KUR, dan pemberdayaan UMKM.

(2) Universitas Islam Negeri Sunan K�‚��aga Yogyakarta adalah Pergurua��Tinggi

Negeri di Yogyakarta ya-ng yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan

bergerak dalam bidang pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

(3) LPPM UIN Sunan Ka�£aga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat UIN Sunan Ka�£aga Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak

Sebagai PIHAK KEDUA, yang memiliki fungsi dalam mengoordinasikan

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termaSuk

Pemberdayaan UMKM binaan kampus,

(4) Pelaku UMKM adalah individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan

Usaha Mikro, Kecil, dan MenengaLh sesuai dengan definisi dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

baik yang tergabung dalam program binaan LPPM UIN Sunan Kal�Sga maupun

masyarakat u��um yang menjadi sasaran kegiatan keIja sama ini.

(5) Kredit Usaha Rakyat (KUR). adalah fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja

dan/atau investasi kepada pelaku UMKM yang disalurkan oleh lembaga

keuangan, ter��aSuk Bank Mandiri, dengan subsidi bunga dari pemerintah

SeSuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Pe�Ia��ian KeIja Sama ini adalah sebagai landasan Ke�dja Sama antara

PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi keuangan, Perluasan akses

terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), Serta Pemberdayaan dan pendampingan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

(2) T�´uan Kerja Sama ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat,

khususnya sivitas akademika dan masyarakat binaan LPPM UIN Sunan

Ka�£aga, terhadap pengelolaan keuangan yang bijak, memberikan akses

infomasi dan fasilitasi pengajuan pembiayaan KUR melalui Bank Mandiri, dan

melaksanakan prQgram Pendampingan dan pemberdayaan UMKM agar mampu

berkembang secara berkelaI�´utan.
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RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pe��njian Ke��a Sana ini meliputi :

(1) Sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan, termaSuk perencanaan

keuangan, manajemen keuangan usaha, dan inklusi keuangan.

(2) Fasilitas akses pembiayaan usaha melalui skema KUR Bank Mandiri,

(3) Pelaksanaan program pelatihan, Pendampingan, dan penguatan kapasitas

Pelaku UMKM.

(4) Kegiatan penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan

masyarakat berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan bidang

keuangan dan kewirausahaan.

(5) Ke�Ia Sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
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HAK DAN KEWAJ�dBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah :

a�E Mendapatkan akses untuk mengenalkan program Ba-nk Mandiri yang

relevan selama kegiatan Kerja Sama berlangsung.

b�E Menilai kelayakan usaha pese�⁄ta binaan dari PIHAK KEDUA dalam hal

Pengajuan KUR sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.



C. Menggunakan hasil dokumentasi kegiatan untuk kepentingan pelaporan

dan publikasi.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah :

a. Mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dari PIHAK KESATU

dalam pelaksanaan kegiatan Ke�Ia Sama.

b. Mendapatkan akses informasi dan data hasil kegiatan yang relevan dengan

PrOgram Kerja Sama.

C. Mengusulkan bentuk kegiatan KeIja Sama tambahan yang sesuai dengan

tujuan PARA PIHAK.

(3) Kewajiban PIHAK.KESATU adalah:

a�E Menyediakan materi dan narasumber untuk kegiatan literasi keuangan.

b�E Memberikan informasi dan fasilitasi pengajuan pembiayaan KUR bagi

PeSerta yang memenuhi syarat.

C�E Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM

yang me��adi bagian dari program KeIja Sama.

d. Berpartisipasi dalam perumusan dan evaluasi program kegiatan secara

berkala bersama PIHAK K�cDUA.

e. Me�˜aga kerahasiaan data peserta dan menghormati Hak Kekayaan

Intelektual yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a�E Menyediakan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat

binaan untuk kegiatan literasi keuangan dan pendampingan UMKM ke

PIHAK KESATU.

b. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK

KESATU.

C. Berkoordinasi aktif dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan dan

evaluasi kegiatan�E�@�@�@�@�@�@‘

d. Menjaga nama baik dan reputasi P�˚HAK KESATU selama pelaksanaan

Kerja Sama.
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BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Ke�æa Sama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

(1) Peningkatan literasi keuangan kepada sivitas akademika dan masyarakat

Sekitar melalui pelatihan, Seminar�fmauPun kegiatan edukatif lainnya yang

diselenggarakan bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Penyediaan akses informasi dan fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

(KUR) oleh PIHAK K�cSATU kepada masyarakat binaan PIHAK KEDUA,

termasuk pelaku UMKM yang tergabung dalam program pengabdian

masyarakat atau inkubasi usaha LPPM UIN Sunan Ka�°aga.

(3) Pelaksanaan pr9gram Pendampingan UMKM dalam bentuk pelatihan

manajemen usaha, PenCatatan keuangan, digitalisasi bisnis, hingga fasilitasi

akses pembiayaan, yang dilaksanakan secara sinergis oleh PARA P�˚HAK.

(4) Pertukaran data dan informasi yang relevan dalam rangka pelaksanaan

PrOgram Ke�Ia Sama, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan

Perundang-undangan dan prinsip kerahasiaan data.

(5) Monitoring dan evalusasi bersama secara berkala terhadap pelaksanaan

PrOgram KeIja Sama untuk memastikan efektivitas dan pencaLPaian tujuan

ya.ng telah disepakati oleh PARA PIHAK;
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K�cRAHAS IAAN

(1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait denga��

Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia, dan tidak diberikan kepada pihak

manapun, Serta tidak dipublikasikaLn tanPa. izin dari PARA P�˚HAK, Serta

merupakan kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali :

a. Data tersebut sudah merupakan‘ infomasi milik umum, karena sudah

dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;

b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib

Segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;

C. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk memanfaatkan semua data yang diperoleh dari

masing-maSing pihak dalam bentuk apapun hanya untuk keperluan

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;



(3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku sekalipun Pe�IaIiian

KeIja sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap

mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PARA P�˚HAK.
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P�cM BRAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Pe�Ia�´ian Ker:ja Sama ini dibebankan pada

Anggaran masing-maSing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan

masing-maSing.
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JANGKA WAKTU

(1) Pe�IaI�´ian Ke�Ia Sama ini berlaku sqjak ditandatangani oleh PARA PIHAK

tanggal 18 Juni 2O25 sampai dengan tangga1 17 Juni 2027 untuk jangka

Waktu 2 (dua) tahun;

(2) Perjar�´ian KeIja Sama ini dapat diperpar�´ang sesuai dengan kesepakatan

PARA P�˚HAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk

memperpanjang PeIjaI�´ian Ke��a Sana ini dalam waktu selambat-1ambatnya

30 (tiga puluh) hari sebelum berakhimya Pe�djar�Ýian atau dalam wa.ktu yang

disepakati PARA PIHAK;

(4) Masing-maSing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau

mengubah isi peIJa�'1an kerja sama sebelum berakhimya jangka waktu

Sebagaimana dimaksud pada ayat rl) di atas dengan cara memberiahukan

SeCara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam

tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

Penghentian/Pengakhiran atau perubahan dimaksud;

(5) Dalam hal diketahui dan/ atau diberlakukannya peraturan perundang-

undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pe�Ianjian keIja

Sama ini, maka peIjanjian kerja sama ini akan berakhir sQjak diketahui dan



atau diberlakuka.nnya peraturan perundang-undangan dima-ksud tanpa terikat

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1�r Pasal ini.
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KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force M�ıe�⁄e) dalam perjanjian

ke�Ia sama ini adalah te�Iadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari

Salah satu pihak dan/ atau PARA PIHAK untuk mengatasinya dan buka��

disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau PARA

PIHAK yang mengakibatkan tidak terlaksananya peIja��ian keIja sama ini baik

Seluruhnya maupun sebagian�E Keadaan memaksa (Force M�ıeure) akan

termasuk tetapi tidak terbatas pada : kerusuhan, huru hara, Pembrontaka-n,

PemOgOkan, PePerangan, embargo, blokade, tindakan pemerintah, Pelaksanaan

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah,

Petir, tOPan/badai, banjir, kebakaran, gemPa bumi, bencana alam perselisihan

Perburuhan, PemOgOkan, dan wabah penyakit atau kQjadian lain yang

disepakati PARA PIHAK;

(2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (Force M�ıe�§e) harus segera

memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh

delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-

1a��batnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kc�˜a s�ıak kejadian keadaan memaksa

(Force M�ıeure) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan

Perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi

keadaan memaksa (Force M�ıezL�`e) tersebut.

(3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat peI:ja��ian keIja sama ini oleh

Salah satu pihak sebagai akibat keadaan memaksa (Fo�`Ce M�ıeWe) tidak

me�…adi tanggung JaWab pihak lainnya;

(4) Jika kejadian keadaan memaksa (Fo�`Ce M�ıelL�`e) berkepanjangan hingga 30

hari kalender atau lebih, maka salah satu dah PARA PIHAK memberitahukan

SeCara tertulis kepada pihak lainnya dan dapat mengakhiri perja�£ian kerja

Sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang

��enyangkut pengakhiran perjanjiap keIja sama ini.
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PENYELESAIAN PERSELIS�˚HAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan

Pena��iran dan/atau pelaksanaan perjaI�´ian ke��a sama ini akan diselesaikan

SeCara muSyaWarah untuk mencapai mufakat.
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KETENTUAN LA�˚N�BLA�˚N

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PeIjanjian KeIja Sama

ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA P�dHAK akan diatur lebih

lanjut dalam suatu Adde�Œdzm ataS PerSetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Ke��a Sama ini.
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KETENTUAN PENUTUP

PeIjanjian Keha Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bemeterai cukup dan

berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh PARA P�˚HAK, dan masing-maSing pihak mendapat l (Satu)

rangkap asli.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

ARIYAWAN SUTANTO


